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Abstrak: Perhutanan sosial ialah program yang saat ini mejadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Perhutanan sosial sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan 

masyarakat sekitar hutan. Program ini adalah penjabaran dari “Nawacita” yang diusung oleh kabinet kerja presiden 

Jokowi yang memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumberdaya manusia. 

Tujuan penelitian ini Menggambarkan tanggapan masyarakat tentang adanya Kelompok Perhutanan Sosial Gapoktanhut 

Sabrang Mandiri di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukan pada 

dasarnya pemenuhan minimum sebelum adanya progam dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sangat 

berbeda jauh dengan sesudah adanya program dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena pemenuhan 

minimum saat ini sangat tercukupi. Disisi lain penolakan yang terjadi di Hutan Sabrang adalah petani merasa kurang 

aman dan takut kepada para oknum perhutani akan tetapi semenjak ada Kelompok Sosial Gapoktanhut dari program 

Kementerian dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada yang berani berkuasa di wilayah hutan sabrang. 

Keywords: Konflik, Gapoktanhut, Perhutanan Sosial 

Abstract: Social forestry is a program that is currently one of the main focuses 

of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) of the Republic of 

Indonesia. Social forestry itself has a goal, namely to improve the welfare of 

communities around the forest. This program is an elaboration of "Nawacita" 

promoted by President Jokowi's working cabinet which has three pillars in its 

implementation, namely land, business opportunities and human resources. The 

aim of this research is to describe the community's response to the existence of 

the Gapoktanhut Sabrang Mandiri Social Forestry Group in Sabrang Village, 

Ambulu District, Jember Regency. This research uses a qualitative descriptive 

method by collecting data through observation, interviews and documentation. 

The research results show that basically the minimum fulfillment before the 

program from the Ministry of Environment and Forestry was very different from 

after the program from the Ministry of Environment and Forestry was 

implemented because the current minimum fulfillment is very sufficient. On the 

other hand, the rejection that occurs in the Sabrang Forest is that farmers feel 

unsafe and are afraid of forestry officials, but since the existence of the 

Gapoktanhut Social Group from the Ministry of Environment and Forestry 

program, no one has dared to rule in the Sabrang forest area. 
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Pendahuluan 

Perhutanan sosial merupakan salah satu program yang saat ini menjadi salah satu prioritas 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Perhutanan 

sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Dasar 

pemikiran di balik program ini adalah bahwa pemerintah pusat, yang diwakili oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki dua tujuan utama 

(Tiezzi et al., 2003). Dua program utama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan dan membangun model konservasi hutan yang efektif (Fisher, 

2018). KLHK memiliki agenda besar terkait pemograman sebagai titik fokus utama yang 

akan dijalankan berikutnya (Rakatama, 2020). Atas dasar kedua program tersebut, KLHK 

mengembangkan sebuah program yang dapat menciptakan keselarasan antara 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hutan, yaitu Program Perhutanan 

Sosial. Program ini didasari oleh paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan 

dari kota, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar 

hutan). Program ini juga memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, peluang 

usaha, dan sumber daya manusia. Komitmen KLHK ini tidak main-main, buktinya ialah 

adanya lahan seluas 12,7 juta hektare lahan yang siap untuk dijadikan objek program 

unggulan KLHK ini. Program ini pula adalah penjabaran dari “Nawacita” yang diusung 

oleh kabinet kerja presiden Jokowi (Nurfatriani, 2019). 

Dengan beberapa skema yaitu Hutan Adat (HA) berupa hutan yang dikelola oleh 

masyarakat hukum adat, Hutan  Desa (HD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDEs), Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan 

(KTh), Hutan Tanaman Rakyat (HTr) dikelola oleh perseorangan atau koperasi serta 

Kemitraan Kehutanan (KK) yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan bermukim di 

sekitar hutan kemitraan (Gunawan, 2023). Perhutanan Sosial (PS) yaitu sistem pengelolaan 

hutan lestari dilaksanakan di hutan negara atau di hutan yang digunakan oleh masyarakat 

lokal atau masyarakat adat sebagai tugas utama untuk meningkatkan kemakmuran, 

kesejahteraan, keseimbangan ekologi, dan dinamika sosial-budaya (Rahman., 2021).  

Hutan kawasan Desa Sabrang mempunyai kelompok perhutanan sosial yang bernama 

Gapoktanhut Sabrang Mandiri. Gapoktanhut Sabrang Mandiri Kelompok ini pertama kali 

didirikan pada tahun 2019 dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pada tahun 2019 

dengan jangka waktu 35 tahun (Fisher, 2019). Skema Kemitraan Kehutanan (KK) atau yang 

disebut juga dengan kerja sama masyarakat-perhutani digunakan sebagai objek penelitian 

karena skema ini merupakan skema yang paling banyak mengalami konflik dalam 

kelompok perhutanan sosial, Pelaksanaannya telah dikaitkan dengan beberapa individu 

lain yang memiliki sifat jahat atau situasi mendesak yang menyebabkan konflik di dalam 

kelompok perhutanan sosial, dan pihak-pihak lain seperti perum perhutani, yang 

sewenang-wenang terhadap para petani pada tahun 2018 ke bawah., seharusnya mereka 

bekerja sama dan mensejahterahkan masyarakat desa kawasan hutan bukan malah 

seenaknya sendiri, kemudian setelah adanya program dari kementerian langsung dan 
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menerima (SK) selama 35 tahun masyarakat kawasan hutan desa sabrang sangat bersyukur 

dengan istilah bebas dan tidak takut lagi kepada Perum Perhutani (Erbaugh, 2019; Wong, 

2020).  

Program Perum Perhutani 2015-2016, yaitu Program PHBM, merupakan sistem 

pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat sekitar hutan 

dengan Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan Sabrang, yang bertujuan untuk 

konservasi dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan, Skema Pemanfaatan Hutan (Indonesia, 2007).Program ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat desa hutan yang mandiri 

untuk mendukung terciptanya hutan yang lestari. Program pengelolaan hutan 

kemasyarakatan ini memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat desa 

Sabrang, khususnya anggota LMDH. Namun seiring berjalannya waktu, oknum tersebut 

tidak lagi membalas apa yang telah dilakukan dalam program tersebut, yang pada awalnya 

berdampak baik bagi perekonomian masyarakat, namun oknum tersebut terkesan memeras 

perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat mulai takut dengan oknum tersebut 

(Ludvig, 2018).  

Perpres Nomor 16 Tahun 2015 telah menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Keputusan Presiden ini juga memperbaiki dan mengkonsolidasikan struktur dan 

kewenangan layanan PHBM di dalam Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan 

Kementerian Lingkungan (Ditjen PSKL). Di tingkat daerah, UU Nomor 23 tahun Pada tahun 

2014, kewenangan untuk mengelola hutan di tingkat kabupaten dialihkan ke pemerintah 

provinsi, kecuali taman hutan raya yang tetap di lingkup pemkab (Hadi & Michael, 2021). 

Sebelum adanya peraturan ini, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk 

mengeluarkan izin hutan kemasyarakatan dan izin hutan rakyat. Keberadaan dua 

peraturan baru tersebut, KLHK membuat Permen LHK tentang hutan desa, hutan 

kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No.6/2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Skema 

Pemanfaatan Hutan, 2007). Ada beberapa hal yang menarik di dalam permen tersebut: 

1. pemangkasan jalur birokrasi pengurusan izin/hak hutan desa, hutan 

kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat,  

2. Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di setiap provinsi, 

3. Permohonan secara online, dan 4. KPH yang sudah operasional berwenang untuk 

mengesahkan RPHD, RKU, dan RKT.  

Penelitian ini juga menggali kearifan lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri dalam 

penyelesaian konflik dalam pengelolaan perhutanan sosial (PS) di kawasan hutan Desa 

Sabrang. Berdasarkan berbagai konflik yang ada, penulis meneliti konflik yang ada di 

dalam kelompok, yaitu konflik jual beli atau sewa menyewa lahan PS dan konflik internal 

dan eksternal di dalam Gapoktanhut Sabrang Mandiri (Rogelja, 2018). Konflik jual beli atau 

sewa menyewa lahan yang terjadi khususnya di Desa Sabrang pada dasarnya merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan 
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(SK) yang diperoleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Akan tetapi norma tersebut tidak 

bisa diterapkan secara otomatis dilapangan, dalam artian masih diperlukan tindakan yang 

bijak dilapangan. Lebih jauh, motif jual beli lahan dan sewa-menyewa tersebut tidak 

melalui bisnis, tapi karena desakan ekonomi atau kondisi darurat sehingga mengharuskan 

petani mau tidak mau untuk menjual lahan tersebut. (No.41, 2004) Pada  Undang - Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menekankan bahwa penyelenggaraan 

perlindungan dan konservasi hutan bertujuan untuk melindungi hutan, kawasan hutan dan 

lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat terwujud 

secara optimal dan lestari. (No.41, 2004) 

Pada saat yang sama, masyarakat desa sekitar hutan sebagai bagian dari masyarakat global 

tidak dapat dipisahkan dari proses dinamika budaya yang terus berlangsung seiring 

dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi (Ngafifi, 2014). Perkembangan 

dinamika budaya ini telah mengubah hubungan antara masyarakat dan sumber daya 

hutan. Dalam perkembangannya, sumber daya hutan tidak hanya dilihat sebagai salah satu 

aspek dari keseimbangan kosmos, yang merupakan sebuah sistem dalam alam semesta 

yang terorganisir atau harmonis (Ardiansyah et al., 2015). Akan tetapi, kini hutan 

dipandang sebagai aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Di pandangan hutan sebagai aspek pemenuhan sandang pangan hal ini 

kemudian menjadi dasar Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sektor 

kehutanan, termasuk kebijakan perhutanan sosial. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 27 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan-pertimbangan 

tersebut mendasari lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 

Di beberapa desa di kawasan hutan, kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat, 

kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui 

cerita atau dari mulut ke mulut. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai upaya masyarakat 

dalam menggunakan persepsinya untuk bertindak dan berperilaku terhadap sesuatu, 

objek, atau peristiwa dalam ruang. Kearifan lokal adalah pengetahuan eksplisit yang 

dikembangkan dari waktu ke waktu melalui evolusi bersama dan pengalaman bersama 

dengan orang-orang dan lingkungan dalam sistem lokal (Tiezzi et al., 2003). Atas dasar 

uraian latar belakang tersebut, tulisan ini tertarik untuk melakukan kajian mendalam 

terhadap permasalahan tersebut melalui karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: 

“Kearifan Lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri Dalam Menghadapi Konflik Sebagai 

Penerima Akses Kelola Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Desa Sabrang Ambulu 

Jember” 

Metode 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perspektif 

konflik dengan langsung terjun ke masyarakat melalui magang riset di LSDP SD INPERS. 

Keterkaitan akan pendekatan dan objek kajian yang di teliti terletak pada dinamika konflik 

sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok perhutanan social yang ada di kawasan hutan 

Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Menceritakan tentang berbagai 

konflik yang disebabkan di dalam kelompok dan oknum-oknum perhutani tersebut dalam 
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permasalahan kawasan hutan di Desa Sabrang. penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan 

dan menginterpretasi data-data tertulis yang berupa satuan cerita yang terwujud dalam 

monolog maupun dialog tokoh. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan 

fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Fakta-fakta yang ditemukan dari subjek 

maka akan di paparkan berdasarkan fokus penelitian. Oleh karena itu menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif ini untuk mendeskripsikan konflik yang ada di dalam KPS 

Gapoktanhut Sabrang Mandiri dengan menggunakan penelitian ini data yang terkumpul 

di identifikasi kemudian di deskripsikan sesuai dengan tujuan peneliti 

Hasil dan Pembahasan 

Kearifan lokal Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Gapoktanhut Sabrang Mandiri dalam 

menyelesaikan konflik pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) yang ada di Desa Kawasan 

Hutan di Desa Sabrang. Dari berbagai konflik yang ada, penulis membahas tentang konflik 

yang ada di kelompok tersebut yaitu ada beberapa hal salah satunya jual beli lahan dan 

sewa - menyewa lahan PS dan dengan oknum perhutani. Konflik jual beli lahan atau sewa 

- menyewa yang berada di hutan yang berada di Desa Sabrang pada dasarnya merupakan 

tindakan yang dilarang menurut perundang – undangan (Bong, 2019). Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Surat Keputusan (SK) yang diperoleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). 

Skema kulin Kemitraan Kehutanan (KK) atau yang disebut masyarakat dan pihak perhutani 

bekerjasama dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan skema yang banyak 

memiliki konflik dan bagaimana resolusi kelompok perhutanan sosial tersebut dalam 

menyelesaikannya, pelaksanaannya hal ini disebabkan karena beberapa oknum lain yang 

memiliki sifat nakal atau keadaan terdesak sehingga menimbulkan konflik yang berada di 

kelompok perhutanan sosial maupun oknum lain seperti perum perhutani yang semena-

mena kepada para petani hutan di tahun 2018 kebawah (Wulandari, 2018). 

Pada pembahasan ini menjelaskan tentang konflik yang ada di dalam kelompok perhutanan 

sosial GAPOKTANHUT Sabrang mandiri dengan menggunakan teori konflik yang di 

kemukakan oleh (Scott, 1981) dengan menggunakan beberapa skema yang dikemukaan 

yaitu: 

Pemenuhan Minimum    

Scott menyoroti betapa pentingnya pemenuhan minimum kebutuhan hidup sebagai bentuk 

perlawanan terhadap kekuasaan yang ada. Petani yang tertindas sering kali menggunakan 

strategi ekonomi dan pertanian yang tidak efisien untuk memastikan mereka hanya 

memberikan kontribusi minimum kepada penguasa atau pemilik tanah. Hal ini selaras 

dengan pemenuhan kapasitas kelompok petani hutan sabrang yang pernah melakukan 

perlawanan terhadap oknum tersebut sebelum adanya program klhk dan sesudah adanya 

program KLHK (Lo, 2021). masyarakat petani hutan sangat kesulitan salah satunya yaitu 

dampak perekonomian mereka dikarenakan pada tahun 2019 kebawah mereka masih 

memendam rasa ketidak keadilan di kawasan hutan tersebut dan sesudah adanya program 
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KLHK sekarang masyarakat petani hutan perekonomian menjadi stabil dan naik secara 

perlahan. 

progam KLHK yang telah diputuskan oleh Kementrian berdampak sangat baik untuk 

petani hutan karena dengan adanya progam tersebut petani bisa maju dan bisa 

meningkatkan perekonomian di wilayah sabrang tersebut serta dengan adanya progam 

tersebut petani tidak perlu khawatir akan perpindahan lahan setiap tahunnya karena 

dengan adanya progam tersebut petani bisa menamam tanaman dengan bebas sesuai 

dengan kebutuhan yang ada di wilayah tersebut. 

Penolakan Pasif 

Scott menekankan pentingnya penolakan pasif sebagai bentuk perlawanan. Petani sering 

kali memilih untuk tidak patuh secara terbuka atau menunjukkan resistensi terhadap 

aturan yang diberlakukan oleh penguasa melalui tindakan seperti sabotase tersembunyi, 

pemalasan, atau penundaan pekerjaan. Penolakan tersebut pernah dilakukan oleh petani 

hutan di Desa Sabrang terhadap oknum-oknum yang selama ini telah meresahkan para 

petani. ketakutan yang terjadi pada petani saat melakukan kegiatan bertani dan membuat 

petani kurang aman (Ravazzoli, 2021). Hal tersebut menjadikan petani harus berhati-hati 

terhadap oknum yang melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan sabrang tetapi 

khawatiran tersebut tidak perlu di takutkan untuk saat ini karena dengan adanya 

keputusan kementrian yang telah di keluarkan petani bisa melakukan perlawan apabila 

terdapat oknum yang menindas petani tersebut (Karasmanaki, 2021). 

Masyarakat petani hutan mengalami kesulitan memiliki hak yang belum diselesaikan di 

lahan tersebut sehingga petani hutan merasa tidak makmur dan ketakutan yang disebabkan 

oleh oknum tersebut didesa kawasan hutan mereka sendiri. Oleh karna itu untuk 

terwujudnya kemakmuran kelompok tani hutan(KTH) membuat kelompok yang bernama 

Gapoktanhut Sabrang Mandiri dan mulai ada perlawanan terhadap oknum tersebut dan 

pemerintah memberikan program dari klhk  diatas petani merasa tidak terbebani apapun 

karena terbantu dengan adanya kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri dan masyarakat 

petani hutan terbebas dengan adanya pemungutan biaya setiap tahunnya karena 

masyarakat memiliki SK masing-masing di setiap lahannya dan persyatannya cukup 

dengan mengumpulkan foto copy Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Gossip dan Ritme Kerja 

Scott menyoroti peran penting komunikasi informal, seperti gosip dan rumor, dalam 

menyebarkan informasi dan mempengaruhi persepsi. Petani menggunakan gosip untuk 

saling memperkuat solidaritas dan mengorganisir perlawanan mereka (Maier, 2018). Selain 

itu, petani juga sering kali mengatur ritme kerja mereka sendiri untuk menghindari 

pengawasan dan menunjukkan resistensi terhadap tuntutan penguasa (van Noordwijk, 

2020). maka anggota kelompok sebagaimana mestinya kita harus saling memikirkan ego 

kita masing masing di karenkan kelompok perhutanan sosial atau gapoktanhut sabrang 

mandiri sudah berdiri mulai tahun 2018 akhir hingga sekarang dan anggota harus bisa 

mempertahankan hasil perjuangan mereka terhadap pihak perhutani karna kelompok 

perhutanan sosial ini tidak main-main dengan jumlah luas lahan hutan sebanyak 2.912 Ha, 
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dan langsung menerima SK dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK). 

sebelum adanya program dari kementerian, para petani hutan hanya tau hutan itu mlik 

Perum Perhutani dan oknum-oknum tersebut semena-mena terhadap petani hutan yang 

tidak tau apa-apa dan kemudian setelah adanya program dari kementerian para petani 

diberi bekal atau wawasan lebih tinggi terhadap pengelolaan kawasan hutan tersebut 

(Rahayu, 2020). 

 

Pergeseran Identitas 

Scott menganggap pergeseran identitas petani  mengubah perilaku atau identitas mereka 

untuk menghindari penindasan atau untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. jual 

beli lahan atau sewa mengganti babat yaitu suatu hal yang dilarang oleh negara dan sudah 

ada undang undangnya akan tetapi pada dasarnya petani hutan tersebut kadang kesulitan 

dari segi perekonomian, pendidikan dan kesehatan mereka dan para petani hutan mau 

tidak mau harus menjual atau mengganti babat hasil tanaman mereka, sehingga kelompok 

Gapoktanhut Sabrang Mandiri pun juga bimbang atas hal tersebut (Sahide, 2020b). Akan 

tetapi dilain sisi Gapoktanhut Sabrang Mandiri bisa dikatakan berhasil untuk 

memakmurkan petani yang berdekatan dengan hutan. jual beli lahan memang dilarang 

oleh pemerintah, dan hal tersebut sudah diterapkan oleh petani kawasan hutan, karena 

lahan tersebut sudah memiliki SK dan itupun tidak sebentar yaitu selama 35 tahun dan 

petani pun bersyukur atas adanya SK tersebut (Price, 2018). 

 pada prinsipnya konflik yang terjadi di kawasan hutan yang dikaitkan oleh teori james 

scoot pada dasarnya pemenuhan minimum sebelum adanya progam dari Kementerian 

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sangat berbeda jauh dengan sesudah adanya program 

dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena pemenuhan minimum saat ini 

sangat tercukupi (Octavia, 2022). Disisi lain dengan dikaitkan teori james scoot tentang 

penolakan yang terjadi di hutan sabrang sebelumnya para petani kurang aman dan 

ketakutan terhadap oknum perhutani akan tetapi semenjak adanya kelompok perhutanan 

sosial gapoktanhut sabrang mandiri para oknum sudah tidak bisa lagi berkuasa di kawasan 

hutan sabrang dikarenakan adanya program dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan. Gossip dan ritme kerja yang ada di kawasan hutan sabrang tidak hanya konflik 

eksternal saja yakni juga ada konflik internal yang ada di dalam kelompok perhutanan 

sosial gapoktanhut sabrang mandiri (Tajuddin, 2019). Selain konflik internal yang ada 

petani hutan pada saat sebelum adanya program dari kementerian, para petani hutan 

mempunyai pengalaman dalam mengatur ritme kerja mereka untuk menghindari para 

oknum perhutani yang seenaknya terhadap masyarakat petani hutan dan sesudah adanya 

program dari kementerian masyarakat petani hutan merasa lebih aman dan tidak takut lagi 

dan Pergeseran identitas yang ada di kawasan hutan sabrang memang dilarang oleh 

pemerintah akan tetapi pada dasarnya hal tersebut para petani ada yang melakukannya 

dikarenakan tuntutan ekonomi, program kementerian ini tidak main-main dan telah 

memiliki SK selama 35 tahun (Sahide, 2020a).   
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Simpulan 

Berdasarkan temuan hasil analisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dokumenasi yang telah dilaksanakan di KPS Gapoktanhut Sabrang 

Mandiri tentang Kearifan Lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri Dalam Menghadapi Konflik 

Sebagai Penerima Akses Kelola Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Desa Sabrang 

Ambulu Jember , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemenuhan minimum petani sabrang pada saat ini sudah terpenuhi dengan adanya 

program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) sehingga saat 

ini para petani hutan telah sejahtera 

2. Penolakan pasif yaitu mewujudkannya kemakmuran kelompok tani hutan(KTH) 

membuat kelompok yang bernama Gapoktanhut Sabrang Mandiri dan mulai ada 

perlawanan terhadap oknum tersebut dan pemerintah memberikan program dari 

klhk  diatas petani merasa tidak terbebani apapun karena terbantu  dengan adanya 

kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri dan masyarakat petani hutan terbebas 

dengan adanya pemungutan biaya setiap tahunnya karena masyarakat memiliki SK 

masing-masing di setiap lahannya 

3. Gossip dan ritme kerja yang ada di kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri yaitu 

para anggota kelompok masih mengalami kesulitan dalam hal komunikasi internal 

dan anggota kelompok sudah berjuang sejak 2018 untuk menghadapi perlawanan ke 

pada oknum perhutani, sedangkan untuk mengatur ritme kerja sekarang para petani 

hutan sudah mempunyai bekal dan wawasan yang lebih tinggi lagi untuk mengenal 

kawasan hutan sehingga para petani hutan sudah tidak takut lagi dengan para 

oknum perhutani. 

4. Pergeseran identitas di kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri terkait jual beli 

lahan dilarang oleh pemerintah, hal tersebut telah diterapkan oleh petani kawasan 

hutan, karena lahan tersebut sudah memiliki SK dan itupun tidak sebentar yaitu 

selama 35 tahun.. 
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